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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembayaran upah yang tertunda di
perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek. Pembayaran upah
yang seharusnya diberikan sesuai dengan kesepakatan yakni selepas kerja, namun
pemilik perusahaan memberikannya di lain waktu. Yang mana dengan hal ini
banyak karyawan yang mengeluh karena hak dari mereka tidak terpenuhi dengan
baik. Dan hal tersebut sangat menyimpang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana sistem
pengupahan yang tertunda di Perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kecamatan Pule
Kabupaten Trenggalek?; 2) Faktor tertundanya upah pada UD Bahagia Mulya Jaya
Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?; 3)
Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pembayaran upah karyawan
di perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah proses pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam
masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang difokuskan pada
pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan berdasarkan kebenaran yang
holistis, kompleks, dan rinci. Datanya di peroleh dari dua sumber yakni sumber data
primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data meliputi
observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh jawaban sebagai
berikut: 1) Pengupahan yang tertunda pada UD Bahagia Mulya Jaya yaitu terjadi
pada pengupahan yang diberikan melalui periode harian. Pengupahan didapatkan
dari perputaran hasil penjualan yang menyebabkan pemenuhan pembayaran upah
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terhadap karyawan pun menjadi tertunda. Upah diberikan atas dasar kesepakatan
dan dihitung berdasarkan hasil output; 2) Faktor penundaan pembayaran upah
karyawan harian pada UD Bahagia Mulya Jaya ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah
kurang sesuai tepatnya dengan Pasal 88 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah Pusat
menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak
pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemausiaan”; 3) Ditinjau dari
prespektif hukum ekonomi Islam, pembayaran upah harian pada karyawan yang
terjadi di UD Bahagia Mulya Jaya masih menyimpang dari hadis Rasulullah yang
berbunyi “Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya” dan prinsip ekonomi
Islam. Yang mana Islam mengajarkan bahwa hendaknya upah diberikan selepas
kerja dan harus memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok karyawan/buruh.
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This research was motivated by the existence of delayed wage payments at
the UD Bahagia Mulya Jaya Company, Trenggalek Regency. Wage payments
should be given according to the agreement, namely after work, but the company
owner gives them at another time. Due to this, many employees complain that their
rights are not being fulfilled properly. And this greatly deviates from Law Number
6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

The formulation of the problem in this research are: 1) How is the delayed
wages system at UD Bahagia Mulya Jaya Company, Pule District, Trenggalek
Regency?; 2) The factor of delayed wages at UD Bahagia Mulya Jaya, Pule District,
Trenggalek Regency in terms of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation
of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law?; 3) How does Islamic Economic Law review the payment of
wages for employees at UD Bahagia Mulya Jaya company, Pule District,
Trenggalek Regency?

This research uses descriptive research methods with a qualitative approach.
The descriptive method is a process of finding facts with appropriate interpretation
by studying problems that occur in society. Qualitative research is research that
focuses on understanding problems in life based on holistic, complex and detailed
truth. The data was obtained from two sources, namely primary data sources and
secondary data sources, and data collection techniques included observation,
interviews and documentation.

From the research conducted, researchers obtained the following
answers: 1) Delayed wages at UD Bahagia Mulya Jaya occur when wages are
given over a daily period. Wages are obtained from sales turnover which causes
the fulfillment of wage payments to be delayed; 2) The factors for delaying
payment of wages at UD Bahagia Mulya Jaya are reviewed from the Law Number
6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law is not accordance with
Article 88 Paragraph (2) which states “The Central Government determines wage
policies as an effort to realize the rights of workers/laborers to a living worthy of
humanity”; 3) Viewed from the perspective of Islamic economic law, the payment
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of daily wages to employees that occurs at UD Bahagia Mulya Jaya still deviates
from the hadith of the Prophet which states "Give workers wages before their
sweat dries” and the principles of Islamic economics. Islam teaches that wages
should be given after work and must pay attention to meeting the basic needs of
employees/laborers.
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